
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU: 

Abdukadir Muhammad, “Hukum Perikatan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982 
 

Badrulzaman, Mariam, Darus, “Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku 

Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan), Citra Aditya Bakti: 

Bandung, 2015 

 

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajawali pers, Jakarta, 2004 

 

Dr. Broto Suwiryo, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial  Berdasarkan Asas Keadilan), LaksBang 

PRESSindo,Surabaya, 2017 

 

Dr. H. Zainal Asikin,dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2014 

 

Dr. Ike Farida, Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan 

Outsourcing, Jakarta, Sinar Grafika, 2020 

 

F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 

 

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1989 

 

Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 

2007 

 

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 

Jakarta, 1987 

 

Prof. Dr. Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2014 

 

R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013 

 

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2008  

 

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987 

 

 

 



 

 

PERUNDANG-UNDANGAN : 

Undang-Undang Dasar 1945 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) 

 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356) 

 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6573) 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan 

Hubungan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 45; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647) 

 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan 

Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan 

 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 92 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial 

 

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi 

 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi SE-907/MEN/PHI-

PPHI/X/2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Massal  

 

 

JURNAL: 

 

Dahlia, Agataha Jumiati, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004”, Wacana Hukum, Vol.IX, Tahun 2011 

 



 

Daryl John, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 

1244 dan Pasal 1245 Kitang Undang-Undang Hukum Perdata”, Lex Privatum, 

Vol.IV, Nomor 2, Februari 2016 

 

Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian 

Internasional”, Mimbar Hukum, Vol 21, No 1, 2009 

 

Isradjuningtias, Agri Chairunisa, “Force majeuree (Overmacht) Dalm Hukum 

Kontrak (PerjanjianI Indonesia)", Veritas et Justitia, Volume 1, Nomor 1, 2015 

 

Najmi Ismail dan Moch. Zainuddin, Hukum dan Fenomena ketenagakerjaan, 

Jurnal Pekerjaan Sosial Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 

 

 

Vicky Taniady, “PHK dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum 

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia”, Jurnal 

Yustisiabel, Volume 4, Nomor 2, 2 Oktober 2020 

 

Yani Nur Fatimah, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan 

Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus 

Hubungan Kerja, Pandecta, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2015 

 

Yusuf Randi, “Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja 

Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan”, Yurispruden, Volume 3, 2 Juni 2020 

 

 

 

INTERNET: 

Anonim, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, 

diakses pada tanggal 02 November 2020 Pukul 23.38 WIB 

 

Aria Dipura, “Tinjauan Hukum Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Dengan 

Alasan Efisiensi”, Yulwansyah & Partners Journal (ybp-law.com), diakses pada 

tanggal 17 Februari 2021 pukul 17.45 

 

Biro Humas Kemnaker, “Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja 

Yang Ter-PHK Nanti”, https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-

pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti, diakses pada 

tanggal 12 Februari 2021 Pukul 23.35 WIB 

 

Denza Perdana, “Selama Pandemi COVID-19 Tenaga Kerja yang Mengadu ke 

LBH Surabaya Naik Tiga Kali Lipat”, 

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/selama-pandemi-covid-19-

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/selama-pandemi-covid-19-tenaga-kerja-yang-mengadu-ke-lbh-surabaya-naik-tiga-kali-lipat/


 

tenaga-kerja-yang-mengadu-ke-lbh-surabaya-naik-tiga-kali-lipat/, di akses 

pada tanggal 21 April 2021 Pukul 22:47 

 

Dwi Agustiar, Penetapan Bencana Nasional, Apa Sih Dasarnya?, 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/yohanes-yuwono/penetapan-

bencana-nasional-apa-sih-dasarnya/3, diakses pada 20 Oktober 2020 pukul 

22.54 WIB 

  

Fahmi Hidayat Nur, Kondisi Perekonomian Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19, 

https://kongkrit.com/kondisi-perekonomian-indonesia-dimasa-pandemi-

covid-19/, diakses pada 20 Oktober 2020 pukul 22.59 WIB 

 

M Rizki Yudha, Kajian Tentang PHK dengan Alasan Force Majeur, 

https://lbhpers.org/kajian-tentang-phk-dengan-alasan-force-majeur/, diakses 

pada 06 Desember 2020 Pukul 23.30 

 

Muhammad Yasin, Aturan-aturan Terkait Force Majeur dalam KUH Perdata, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea94d2ca424f/aturan-aturan-

terkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdata?page=all, diakses pada 06 

Desember 2012 pukul 23.18 

 

NET Attorney, “Bisakah Pengusaha Menjadikan COVID-19 Sebagai Alasan Force 

Majeure?”, Bisakah Pengusaha Menjadikan COVID-19 Sebagai Alasan Force 

Majeure? - kumparan.com, diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 15.59 

 

Tri Harnowo, “Wabah Corona sebagai Alasan Force majeure dalam Perjanjian”, 

Ulasan lengkap : Wabah Corona sebagai Alasan Force majeure dalam 

Perjanjian (hukumonline.com), diakses pada tanggal 13 Februari 2021 Pukul 

5.15 WIB 

 

Yayasan Sayangi Tunas Cilik Team, Informasi Tentang Coronavirus (Novel 

Coronavirus), https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-

novel-coronavirus/, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 13.30 WIB 

 

SKRIPSI: 

 
Diara Rahma, Skripsi: “Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 

Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)” 

(Surakarta:UMS,2018) Hlm.12 

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/selama-pandemi-covid-19-tenaga-kerja-yang-mengadu-ke-lbh-surabaya-naik-tiga-kali-lipat/
https://lbhpers.org/kajian-tentang-phk-dengan-alasan-force-majeur/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea94d2ca424f/aturan-aturan-terkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdata?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea94d2ca424f/aturan-aturan-terkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdata?page=all

